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1.
Analisis Kebijakan

Definisi Kebijakan Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan publik dapat mengatur perilaku, mengatur birokrasi, mendistribusikan manfaat, atau mengambil pajak atau semua hal tersebut sekaligus. Ekspansi Kebijakan dan Pertumbuhan Pemerintah saat ini masyarakat mengharapkan pemerintah melakukan banyak hal untuk mereka. Memang benar bahwa hampir tidak ada masalah pribadi atau masalah kemasyarakatan dimana kelompok tertentu tidak memerlukan solusi dari pemerintah, yaitu kebijakan publik yang dirancang untuk mengurangi ketidaknyamanan pribadi atau kegelisahan masyarakat. 

Besar kecilnya perekonomian biasanya diukur dengan produk domestik bruto (PDB), yaitu jumlah seluruh barang dan jasa yang diproduksi di Amerika Serikat dalam satu tahun. Pemerintah hanya menyumbang sekitar 8 persen dari PDB pada awal abad ini, dan sebagian besar kegiatan pemerintah dilakukan oleh pemerintah negara bagian dan lokal. Ruang Lingkup Kebijakan Publik Tidak semua yang dilakukan pemerintah tercermin dalam pengeluaran pemerintah. Kegiatan regulasi, misalnya, khususnya peraturan lingkungan hidup, membebankan biaya yang besar pada individu dan dunia usaha; biaya-biaya ini tidak ditampilkan dalam anggaran pemerintah. Meskipun demikian, pengeluaran pemerintah merupakan indikator umum mengenai fungsi dan prioritas pemerintah.

Memahami penyebab dan konsekuensi dari keputusan kebijakan meningkatkan pengetahuan kita tentang masyarakat. Studi kebijakan membantu kita mempelajari hubungan antara kondisi sosial dan ekonomi dalam masyarakat, respons sistem politik terhadap kondisi tersebut, dan dampak, jika ada, aktivitas pemerintah terhadap kondisi tersebut Kebijakan publik juga dapat dipelajari untuk alasan profesional: memahami penyebab dan konsekuensi dari kebijakan publik memungkinkan kita menerapkan pengetahuan ilmu sosial untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Pengetahuan faktual merupakan prasyarat untuk meresepkan obat untuk penyakit masyarakat. Jika kita menginginkan tujuan tertentu, maka pertanyaan tentang kebijakan apa yang paling tepat untuk melaksanakannya adalah pertanyaan faktual yang memerlukan kajian ilmiah. 

Kebijakan publik dapat dipelajari untuk tujuan politik: untuk memastikan bahwa suatu negara menerapkan kebijakan yang “tepat” untuk mencapai tujuan yang “tepat”. Studi kebijakan dapat dilakukan tidak hanya untuk tujuan ilmiah dan profesional tetapi juga untuk menginformasikan diskusi politik, meningkatkan tingkat kesadaran politik, dan meningkatkan kualitas kebijakan publik. 

Penting untuk membedakan analisis kebijakan dari advokasi kebijakan. Menjelaskan penyebab dan konsekuensi dari berbagai kebijakan tidak sama dengan menentukan kebijakan apa yang harus diambil oleh pemerintah. Mempelajari alasan pemerintah melakukan apa yang mereka lakukan dan apa konsekuensi dari tindakan mereka tidak sama dengan mengatakan apa yang harus dilakukan pemerintah atau melakukan perubahan atas apa yang mereka lakukan. Advokasi kebijakan memerlukan keterampilan retorika, persuasi, organisasi, dan aktivisme. Analisis kebijakan mendorong para akademisi dan mahasiswa untuk mengatasi permasalahan kebijakan yang kritis dengan menggunakan alat penyelidikan yang sistematis. Secara khusus analisis kebijakan melibatkan:
· Perhatian utama pada penjelasan daripada resep. Rekomendasi kebijakan jika memang dibuat tidak dapat dideskripsikan dan dijelaskan. Ada penilaian implisit bahwa pemahaman merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan dan bahwa pemahaman paling baik dicapai melalui analisis yang cermat daripada retorika atau polemik.
· Pencarian yang cermat terhadap sebab dan akibat dari kebijakan publik. Pencarian ini melibatkan penggunaan standar inferensi ilmiah. Teknik kuantitatif yang canggih mungkin.
· Upaya untuk mengembangkan dan menguji proposisi umum tentang sebab dan akibat kebijakan publik serta mengumpulkan temuan penelitian yang dapat diandalkan dan memiliki relevansi umum. 

Tujuannya adalah untuk mengembangkan teori-teori umum tentang kebijakan publik yang dapat diandalkan dan dapat diterapkan pada berbagai lembaga pemerintah dan bidang kebijakan yang berbeda. Analis kebijakan jelas lebih suka mengembangkan penjelasan yang sesuai dengan lebih dari satu keputusan kebijakan atau penjelasan studi kasus yang bertahan dari waktu ke waktu dalam berbagai situasi.

Analisis kebijakan terkadang menghasilkan temuan-temuan yang tidak terduga dan bahkan memalukan secara politis. Kebijakan publik tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Dan kepentingan politik akan menerima, menolak, atau menggunakan temuan untuk memenuhi tujuan mereka. Analisis kebijakan tidak mampu menyelesaikan konflik nilai. Jika ada sedikit persetujuan, Tidak banyak yang tahu nilai-nilai apa saja yang harus ditekankan dalam kebijakan pendidikan penelitian kebijakan dapat berkontribusi pada pembuatan kebijakan.

Memahami kebijakan publik merupakan suatu seni dan kerajinan. Ini adalah sebuah seni karena memerlukan wawasan, kreativitas, dan imajinasi dalam mengidentifikasi masalah-masalah masyarakat dan mendeskripsikannya, dalam merancang kebijakan publik yang dapat meringankannya, dan kemudian dalam mencari tahu apakah kebijakan-kebijakan tersebut pada akhirnya membuat keadaan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Ini merupakan keahlian karena tugas-tugas ini biasanya memerlukan pengetahuan ekonomi, ilmu politik, administrasi publik, sosiologi, hukum, dan statistik. Analisis kebijakan sebenarnya merupakan salah satu disiplin akademis tradisional. subbidang yang diterapkan dari semuanya

Kami meragukan adanya “model pilihan” dalam analisis kebijakan yaitu, satu model atau metode yang lebih disukai dibandingkan model atau metode lainnya dan yang secara konsisten memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan publik. Sebaliknya kami setuju dengan ilmuwan politik Aaron Wildavsky, yang menulis: Analisis kebijakan merupakan salah satu kegiatan yang programnya tidak dapat ditentukan secara pasti, karena analisis kebijakan identik dengan kreativitas, yang dapat dirangsang oleh teori dan dipertajam dengan praktik, yang dapat dipelajari namun tidak dapat diajarkan.'
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2.
Model Politik

Mode Analisis Kebijakan.
Model adalah representasi sederhana dari beberapa aspek dunia nyata.
Kegunaan Model: Model yang akan kita gunakan dalam mempelajari kebijakan adalah model konseptual.
Secara khusus, kami ingin mengkaji kebijakan publik dari perspektif model berikut:
· Model kelembagaan
· Model proses
· Model rasional
· Model tambahan
· Model kelompok 
· Model elit
· Model pilihan public
· Model teori permainan

	1.	INSTITUSIONALISME: KEBIJAKAN SEBAGAI KELUARAN KELEMBAGAAN. Institusi pemerintah memberikan tiga ciri khas pada kebijakan publik. Pertama, pemerintah memberikan legitimasi terhadap kebijakan. Kedua, kebijakan pemerintah melibatkan universalitas. Terakhir, pemerintah memonopoli pemaksaan dalam masyarakat, hanya pemerintah yang dapat secara sah memenjarakan pelanggar kebijakannya.

	2.	PROSES: KEBIJAKAN SEBAGAI KEGIATAN POLITIK. Salah satu tujuan utama politik adalah menemukan pola aktivitas atau "proses". Hasilnya adalah serangkaian proses kebijakan, yang biasanya mengikuti garis besar umum berikut:
· Identifikasi Masalah Identifikasi masalah kebijakan melalui tuntutan untuk tindakan pemerintah. 
· Agenda Setting Memusatkan perhatian media massa dan pejabat publik pada permasalahan publik tertentu untuk memutuskan apa yang akan diputuskan. 
· Perumusan Kebijakan Pengembangan proposal kebijakan oleh kelompok kepentingan. Staf Gedung Putih, komite kongres, dan lembaga think tank 
· Legitimasi Kebijakan Pemilihan dan pemberlakuan kebijakan melalui tindakan politik oleh Kongres, presiden, dan pengadilan. 
· Implementasi Kebijakan. Implementasi kebijakan melalui birokrasi yang terorganisir, pengeluaran publik, dan aktivitas lembaga eksekutif. 
· Evaluasi Kebijakan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan luar, pers, dan masyarakat.

	3.	RASIONALISME: KEBIJAKAN SEBAGAI KEUNTUNGAN SOSIAL MAKSIMUM. Kebijakan rasional adalah kebijakan yang mencapai "keuntungan sosial maksimal"; yaitu, pemerintah harus memilih kebijakan yang memberikan keuntungan terbesar bagi masyarakat yang melebihi biaya, dan pemerintah harus menahan diri dari kebijakan jika biaya tidak melebihi keuntungan. Perlu dicatat bahwa sebenarnya ada dua pedoman penting dalam definisi keuntungan sosial maksimum ini. Pertama, tidak boleh ada kebijakan yang diambil jika biaya yang dikeluarkan melebihi manfaatnya. suatu kebijakan dikatakan rasional jika perbedaan antara nilai yang dicapai dan nilai yang dikorbankan adalah positif dan lebih besar dibandingkan alternatif kebijakan lainnya. Rasionalisme melibatkan penghitungan seluruh nilai sosial, politik, dan ekonomi yang dikorbankan atau dicapai oleh suatu kebijakan publik, bukan hanya nilai-nilai yang dapat diukur dalam dolar.

	4.	INKREMENTALISME: KEBIJAKAN SEBAGAI VARIASI MASA LALU. Inkrementalisme memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari aktivitas pemerintah di masa lalu dengan hanya modifikasi bertahap. Ilmuwan politik Charles E. Lindblom pertama kali memaparkan model inkremental dalam sebuah kritik terhadap model rasional tradisional dalam pengambilan keputusan. Menurut Lindblom, para pengambil keputusan tidak setiap tahun meninjau seluruh kebijakan yang ada dan yang diusulkan, mengidentifikasi tujuan-tujuan masyarakat, meneliti manfaat dan biaya kebijakan-kebijakan alternatif dalam mencapai tujuan-tujuan ini, mengurutkan urutan preferensi untuk setiap alternatif kebijakan dalam kaitannya dengan keuntungan bersih maksimum. Inkrementalisme bersifat konservatif karena program, kebijakan, dan pengeluaran yang ada dianggap sebagai basis, dan perhatian dipusatkan pada program dan kebijakan baru serta peningkatan, penurunan, atau modifikasi program yang ada. (Misalnya, kebijakan anggaran untuk setiap kegiatan atau program pemerintah pada tahun 1996 mungkin dilihat secara bertahap, seperti ditunjukkan pada Gambar 2-3.) Para pembuat kebijakan umumnya menerima legitimasi program yang sudah ada dan secara diam-diam menyetujui untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan sebelumnya. {tampilin gambar 2.3}

	5.	TEORI KELOMPOK: KEBIJAKAN SEBAGAI KESETIMBANGAN KELOMPOK Teori kelompok dimulai dengan proposisi bahwa interaksi antar kelompok adalah fakta utama politik. Individu-individu yang mempunyai kepentingan yang sama bersatu secara formal dan informal untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah. Menurut ilmuwan politik David Truman, kelompok kepentingan adalah "kelompok yang memiliki sikap bersama yang membuat klaim tertentu terhadap kelompok lain dalam masyarakat"; kelompok seperti itu menjadi politis “jika dan ketika kelompok tersebut mengajukan klaim melalui atau terhadap salah satu lembaga pemerintah. Menurut para ahli teori kelompok, kebijakan publik pada waktu tertentu merupakan keseimbangan yang dicapai dalam perjuangan kelompok (lihat Gambar 2-4). Keseimbangan ini ditentukan oleh pengaruh relatif dari kelompok kepentingan mana pun. Perubahan dalam pengaruh relatif kelompok kepentingan mana pun diperkirakan akan mengakibatkan perubahan dalam kebijakan publik; Kebijakan akan bergerak ke arah yang diinginkan kelompok yang memperoleh pengaruh dan menjauhi keinginan kelompok yang kehilangan pengaruh. 

	6.	TEORI ELITE: KEBIJAKAN SEBAGAI PREFERENSI ELITE. Teori elit menyatakan bahwa masyarakat bersikap apatis dan kurang mendapat informasi mengenai kebijakan publik, bahwa elit sebenarnya lebih membentuk opini massa terhadap pertanyaan-pertanyaan kebijakan dibandingkan massa yang membentuk opini elit. Dengan demikian, kebijakan publik ternyata merupakan pilihan para elit. Pejabat dan administrator publik hanya menjalankan kebijakan yang diputuskan oleh para elit. Kebijakan mengalir dari elit ke massa; hal ini tidak muncul karena tuntutan massal (lihat Gambar 2-5). Teori elit dapat diringkas secara singkat sebagai berikut: 
· Masyarakat terbagi menjadi segelintir orang yang mempunyai kekuasaan dan banyak orang yang tidak mempunyai kekuasaan. Hanya sejumlah kecil orang yang memberikan nilai-nilai bagi masyarakat; massa tidak memutuskan kebijakan publik. 
· Kelompok segelintir orang yang memerintah bukanlah tipikal masyarakat yang diperintah. Elit sebagian besar berasal dari lapisan sosial ekonomi atas dalam masyarakat.
· Pergerakan kelompok non-elit ke posisi elit harus dilakukan secara perlahan dan terus menerus untuk menjaga stabilitas dan menghindari revolusi. Hanya kelompok non-elit yang telah menerima konsensus dasar elit yang dapat diterima dalam lingkaran pemerintahan. Para elit berbagi konsensus demi nilai-nilai dasar sistem sosial dan pelestarian sistem. Di Amerika, landasan konsensus elit adalah kesucian kepemilikan pribadi, pemerintahan yang terbatas, dan kebebasan individu. 
· Kebijakan publik tidak mencerminkan tuntutan massa, melainkan mencerminkan nilai-nilai yang berlaku di kalangan elite. Perubahan dalam kebijakan publik akan bersifat bertahap dan bukan revolusioner.
· Elit yang aktif hanya sedikit sekali mendapat pengaruh langsung dari massa yang apatis. Elit lebih mempengaruhi massa dibandingkan massa mempengaruhi elite. 

	7.	TEORI PILIHAN PUBLIK: KEBIJAKAN SEBAGAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA OLEH INDIVIDU YANG MEMILIKI KEPENTINGAN DIRI Pilihan publik adalah studi ekonomi mengenai pengambilan keputusan non-pasar, khususnya penerapan analisis ekonomi dalam pembuatan kebijakan publik. Teori ini berasumsi bahwa semua aktor politik, pemilih, pembayar pajak, kandidat, legislator, birokrat, kelompok kepentingan, partai, birokrasi, dan pemerintah berupaya memaksimalkan keuntungan pribadi mereka dalam politik maupun pasar. Teori pilihan publik mengakui bahwa pemerintah harus menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang tidak mampu ditangani oleh pasar; yaitu, pemerintah harus memperbaiki “kegagalan pasar” tertentu. Pertama, pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik yang harus dipasok kepada semua orang jika dipasok kepada siapa pun. Kedua, eksternalitas adalah kegagalan pasar yang diakui dan menjadi pembenaran bagi intervensi pemerintah. Eksternalitas terjadi ketika aktivitas satu individu, perusahaan atau pemerintah daerah membebankan biaya yang tidak terkompensasi pada yang lain. 

	8.	TEORI PERMAINAN: KEBIJAKAN SEBAGAI PILIHAN RASIONAL DALAM SITUASI PERSAINGAN. Teori permainan adalah studi tentang keputusan rasional dalam situasi di mana dua atau lebih partisipan mempunyai pilihan yang harus diambil dan hasilnya bergantung pada pilihan yang dibuat oleh masing-masing partisipan. Hal ini diterapkan pada bidang-bidang pembuatan kebijakan di mana tidak ada pilihan “terbaik” yang dapat diambil secara independent di mana hasil “terbaik” bergantung pada apa yang dilakukan pihak lain. Gagasan tentang “permainan” adalah bahwa pengambil keputusan dilibatkan dalam pilihan-pilihan yang saling bergantung. “Pemain” harus menyesuaikan perilaku mereka untuk mencerminkan tidak hanya keinginan dan kemampuan mereka sendiri tetapi juga harapan mereka tentang apa yang akan dilakukan orang lain.
